
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 42 TAHUN 2019 
 

TENTANG  
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, 

perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut 
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 25); 

    
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3898); 
    
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4187); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Lembaran ... 

SALINAN 



Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

   
8. 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164); 
    

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 
    

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

    

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
    

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

    

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor  12 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019; 
    

  16. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019; 

 
    

Memutuskan… 



 
MEMUTUSKAN: 

        
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 
        

 Pasal 1 
 

 Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri dari: 
 a. Pendapatan 
  1) 

2) 
3) 

Pendapatan Asli Daerah 

Dana Perimbangan 
Lain – lain Pendapatan Daerah 

yang sah 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

84.502.722.191,02 

1.087.008.037.363,00 
138.475.003.119,00 

   Jumlah Pendapatan Rp. 1.309.985.762.673,02 

        
 b. Belanja 
  1) Belanja Tidak Langsung 

   a) 
b) 

c) 
d) 

e) 
f) 

Belanja Pegawai 
Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bagi Hasil  

Belanja Bantuan Keuangan 
Belanja Tak Terduga 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

624.219.206.239,00 
        13.640.762.000,00 

5.355.000.000,00 
4.257.422.707,00 

80.318.713.614,00 
1.019.153.886,00 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 810.618.202.446,00 

        
  2) Belanja Langsung 

   a) 
b) 

c) 

Belanja Pegawai 
Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Modal 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

30.473.412.207,00 
304.534.444.357,33 

262.953.914.380,00 

   Jumlah Belanja Langsung Rp. 597.961.770.944,33 

   Jumlah Belanja Rp. 
 

1.326.772.029.390,33 

   
 c. Pembiayaan 

  1) Penerimaan Rp. 27.801.951.991,16 
  2) Pengeluaran Rp. 9.138.000.000,00 

   Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 18.663.951.991,16 

  Sisa Lebih Pembiayaan  Tahun 
Berkenaan 

Rp. 1.877.685.273,85 

  
  

 
Pasal 2 

 
 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
      

 Pasal 3 
 

 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi 
Anggaran. 

 
 

 

Pasal 4... 



 
      

 Pasal 4 
 

 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini. 

      
 Pasal 5 

 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 
  
 
 
 

Ditetapkan di  Parit Malintang 

pada tanggal  8 Agustus  2019 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 
 

dto 
 

 
ALI MUKHNI 

 
 
 
 
Diundangkan di Parit Malintang 

pada tanggal   8 Agustus 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 

 
     dto 

 
 

JONPRIADI 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 42 
 

 


